PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA TANGERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah dan dalam rangka meningkatkan
kinerja dan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan badan layanan umum daerah Kota Tangerang
khususnya Rumah Sakit Umum Daerah maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota Tangerang tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang;

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3518);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4502) sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5340);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Dan Susunan Organisasi Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tangerang Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Tangerang.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom..

Walikota adalah Walikota Tangerang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Tangerang.

Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah BLUD RSUD Kota Tangerang yang
merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit
Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama



oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah.

8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas
dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dalam periode
anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

9. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang
mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh BLUD.

10.Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang
bersumber dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka
panjang dan penerimaan kembali/penjualan investasi
jangka panjang.

11.Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran untuk
pembayaran pokok pinjaman, pengeluaran investasi
jangka panjang dan pemberian pinjaman.

12.Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi
ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan /atau
jasa untuk keperluan operasional BLUD.

13.Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai
dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
atau akibat lainnya yang sah.

14.Utang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar
BLUD dan/atau kewajiban BLUD yang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-
undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya
yang sah.

15.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan
keuangan BLUD dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

16.Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

17.Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan
uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank
umum untuk menampung seluruh  penerimaan
pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

18.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya
disingkat RBA adalah dokumen Perencanaan Bisnis dan
Penganggaran Tahunan yang berisi program, kegiatan,
target kinerja dan anggaran BLUD.



19.Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya
disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat
pendapatan belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar penarikan dana dari APBD dan pengesahan
pendapatan dan biaya, pembiayaan BLUD.

20.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

21.Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya
disingkat Renstra BLUD adalah dokumen lima tahunan
yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran
pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.

22.Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis
tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan BLUD
pada masyarakat .

23.Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah menejemen yang
baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan
berkesinambungan.

24.Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan
operasional yang diterima BLUD yang berasal dari barang
dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada
masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain atau hasil
usaha lainnya.

25.Nilai aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam
neraca BLUD pada akhir suatu tanggal tertentu, dan
merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang
tidak terpisahkan.

26.Tarif adalah imbalan atas barang dan /atau jasa yang
diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar
dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup
seluruh atau sebagian dari biaya per unit.

27.Besaran persentase ambang batas adalah besaran
persentase perubahan anggaran yang bersumber dari
pendapatan operasional yang diperkenankan dan
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan
operasional BLUD.

28.Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif BLUD, yang
selanjutnya disingkat RBA Definitif, adalah RBA yang
telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang
APBD.

29.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan
keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris
daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai
dengan kebutuhan.

30.Ringkasan RBA adalah ringkasan RBA yang berisikan
program, kegiatan, sumber pendapatan, penerimaan



31.

32.

(3)

(4)

pembiayaan, jenis belanja dan pengeluaran pembiayaan
sesuai dengan format RKA SKPD dan DPA BLUD.

Surat Perintah Membayar Pengesahan yang selanjutnya
disingkat SPM Pengesahan merupakan SPM yang
diterbitkan oleh BLUD yang disampaikan kepada PPKD
untuk mensahkan pendapatan dan belanja yang didanai
dari pendapatan BLUD.

Surat Perintah Pencairan Dana Pengesahan yang
selanjutnya  disingkat dengan SP2D Pengesahan
merupakan surat persetujuan yang dikeluarkan oleh
PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah untuk
mensahkan pendapatan dan pengeluaran belanja BLUD
yang didanai dari pendapatan BLUD.

Pasal 6

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
termasuk kegiatan tahun jamak (multi years).

Kegiatan tahun jamak (multi years) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang didanai dari pendapatan
BLUD  diluar APBN/APBD  dilaksanakan  sesuai
kemampuan pendapatan BLUD dan dilaporkan kepada
Wali Kota.

Kegiatan tahun jamak (multi years) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang didanai dari APBN/APBD
dilaksanakan  sesuai ketentuan yang  mengatur
pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

Pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan
kegiatan sebagai dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan pengadaan barang jasa yang berlaku di BLUD.

Pasal 7

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) dengan
menetapkan suatu besaran persentase tertentu.

Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan dengan menetapkan persentase belanja
yang dapat dilampaui oleh BLU dari pagu DPA, tanpa
terlebih dahulu dilakukan revisi atas DPA dimaksud,
cukup dilakukan revisi RBA.

Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dilaksanakan untuk belanja yang bersumber
dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1).

Besaran persentase anggaran fleksibel yang dapat
dilaksanakan oleh BLU sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah sebesar persentase peningkatan pendapatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)



